PENGAKUAN (RECOGNITION) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia internasional dapat terjadi berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa suatu negara baik itu bersifat intern maupun ekstern yaitu:

1. Lahirnya negara baru

2. Pergantian pemerintah suatu negara

Yaitu pergantian pemerintah dari pemerintah yang lama menjadi pemerintahan yang baru, dimana pergantian pemerintah ini dapat terjadi dengan cara:

a. Konstitusional

    artinya pemerintah yang lama diganti menjadi pemerintah yang baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi/undang-undang dasar negara yang bersangkutan.

b. Inkonstitusional

    artinya pergantian pemerintah itu terjadi dengan cara yang bertentangan/melanggar konstitusi negara itu sendiri, misalnya; melalui kudeta/perebutan kekuasaan.

3. Terjadinya pemberontakan dalam suatu negara.

Kaum pemberontak memberontak suatu negara dengan tujuan:

a. untuk menjatuhkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai dengan keinginan kaum pemberontak 

b. untuk memisahkan diri dan mendirikan negara baru dibagian wilayah tempat terjadinya pemberontakan

c. untuk memisahkan diri atau melepaskan diri dari negara induknya dan bergabung (menggabungkan diri) dengan negara lain

d. untuk memperoleh otonomi atau hak-hak yang lebih luas daripada keadaan yang semula

4. Suatu kelompok berusaha untuk memperjuangkan hak atas kemerdekaannya

Yaitu merupakan salah satu bentuk pembuktian bahwa bangsa tersebut dapat menampilkan diri sebagai suatu subyek/pribadi yang mandiri dan mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

5. Suatu negara memperoleh tambahan wilayah atau hak-hak yang bersifat teritorial

Misalnya suatu bagian wilayah negara bergabung kedalam wilayah negara lain, sehingga negara yang menerima negara lain yang bergabung dengannya dapat dikatakan memperoleh tambahan wilayah atau hak-hak teritorial baru.

Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi diatas walaupun sifatnya intern negara, namun dapat menimbulkan dampak terhadap negara-negara lain, yaitu:

a. dampak positif

    yaitu apabila peristiwa-peristiwa diatas menimbulkan keuntungan politik maupun ekonomi bagi negara-negara lain.

b. dampak negatif

    yaitu apabila peristiwa-peristiwa diatas dapat merugikan negara-negara lain baik secara politik maupun ekonomi.

Pada dasarnya, sikap negara-negara di dunia terhadap peristiwa-peristiwa diatas dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Sebagian negara akan menerima dan akan memberikan pengakuan terhadap peristiwa atau fakta yang terjadi dalam suatu negara lain

2. Sebagian lagi ada negara-negara yang tidak dapat menerima adanya peristiwa atau fakta tersebut, dengan kata lain negara-negara tersebut menolak untuk memberikan pengakuannya terhadap peristiwa atau fakta tersebut.

MACAM-MACAM PENGAKUAN

1. Pengakuan de facto

    yaitu pengakuan yang diberikan kepada pihak yang diakui hanya berdasarkan fakta /kenyataannya saja bahwa suatu fakta atau peristiwa tersebut telah terjadi, dan selanjutnya mengamati apakah pihak yang diakui secara de facto akan terus eksis atau tidak.

2. Pengakuan de jure

    Pengakuan de jure dapat diberikan apabila menurut pendapat dari pihak yang hendak memberikan pengakuan, pihak yang akan diakui secara de jure tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut;

1. Telah menguasai secara efektif baik secara formal maupun secara substansial wilayah dan rakyat berada di wilayah kekuasaannya

2. Rakyatnya itu sendiri sebagian besar atau seluruhnya telah memberikan dukungan yang sepenuhnya, artinya menerima atau mengakui kekuasaan baru tersebut

3. Adanya kesediaan pihak yang akan diakui secara de jure tersebut untuk menghormati kaedah-kaedah hukum internasional.

PENGAKUAN BERSYARAT DAN PENARIKAN KEMBALI PENGAKUAN

Pengakuan bersyarat dapat dikatakan sebagai pemaksaan secara sepihak terhadap pihak yang hendak diakui, sehingga dirasakan sangat memberatkan atau merupakan beban bagi pihak yang diberi pengakuan.

Sedangkan, penarikan kembali pengakuan atau penolakan pengakuan adalah sepenuhnya tergantung pada pertimbangan negara itu sendiri. Jadi, tidak ada kaidah-kaidah hukum internasional yang mewajibkan suatu negara untuk memberikan atau menolak suatu pengakuan.

TEORI-TEORI TENTANG PENGAKUAN

1. Teori Konstitutif

    yaitu suatu negara itu lahir bila telah diakui oleh negara lain. Dengan kata lain, suatu negara belum lahir sebelum adanya pengakuan terhadap negara tersebut. 

2. Teori Deklaratif

     yaitu pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanya merupakan penerimaan atas fakta tersebut. Dengan kata lain, pangakuan hanya merupakan bentuk pengukuhan dari lahirnya suatu negara tersebut.

CARA-CARA MEMBERIKAN PENGAKUAN

1. Pemberian pengakuan yang dilakukan secara tegas dan nyata. 

Yaitu pengakuan yang dilakukan dengan pengiriman suatu nota diplomatik resmi yang berisi maksud atau pernyataan resmi dari pihak yang memberikan pengakuan kepada pihak yang diberikan pengakuan, bahwa pihak yang terdahulu mengakui kehadiran dan eksistensi dari pihak yang belakangan.

2. Pengakuan secara diam-diam atau secara diam-diam atau secara tersimpul (implied recognition) 

Tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang dapat dikatakan sebagai pemberian pengakuan secara tersimpul, antara lain:

a. pembukaan hubungan diplomatik antara kedua pihak

b. kunjungan kepala negara dari pihak yang satu kepada/ke negara pihak yang lain

c. Diadakannya/ditandatanganinya perjanjian-perjanjian yang bersifat politik maupun perjanjian yang menunjukkan adanya pengakuan atas eksistensi pihak-pihak, misalnya; perjanjian kerjasama pertahanan dan keamanan

3. Pengakuan secara kolektif

    yaitu pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk suatu perjanjian internasional atau konferensi multilateral.

4. Pengakuan secara prematur

    yaitu pengakuan yang terjadi pada negara yang memisahkan diri dari negara induk. Misalnya: India mengakui Bangladesh tanggal 6 Desember 1971 sedangkan kemerdekaan negara tersebut baru diumumkan beberapa waktu kemudian yaitu tanggal 25 Maret 1972.

BENTUK-BENTUK PENGAKUAN

1. Pengakuan terhadap negara baru ( recognition of new state)

a. Eksistensi negara di dalam hukum internasional

Suatu negara yang kehilangan sebagian wilayahnya dan rakyat atau penduduknya karena memisahkan diri tetap tidak mempengaruhi eksistensi negara itu, walaupun mengalami pengurangan luas wilayah dan jumlah penduduk.

b. Lahirnya negara baru

Yaitu lahirnya sebuah negara baru dapat melalui bermacam cara seperti melepaskan diri dari penjajahnya bagi bekas wilayah-wilayah jajahan, pemisahan diri sebagian wilayah suatu negara dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka atau pecahnya sebuah negara menjadi beberapa negara yang lebih kecil daripada negara semula maupun penggabungan beberapa negara menjadi sebuah negara yang baru sama sekali.

c. Beberapa dampak pengakuan dan penolakan pemberian pengakuan atas suatu negara baru:

c.1. Sikap badan peradilan nasional negara yang sudah memberikan pengakuan.  

       Yaitu pada umumnya, sikap badan-badan peradilan nasional akan mengikuti sikap badan eksekutif. Jika badan eksekutifnya telah memberikan pengakuan kepada suatu negara baru yang berarti pula pengakuan dan penerimaan/penghormatan atas tindakan-tindakannya sebagai negara yang berdaulat, maka pihak badan peradilannya akan menghormatinya pula.

c.2. Sikap badan peradilan nasional negara yang menolak memberikan pengakuan.

      Konsekuensi dari suatu sikap badan peradilan nasional yang mengikuti sikap badan eksekutifnya untuk menolak memberikan pengakuan terhadap suatu negara baru, akan mewarnai sikap badan peradilan tersebut dalam menilai peraturan perundingan nasional dari negara baru yang bersangkutan.

c.3. Sikap badan peradilan nasional negara yang tidak menolak mengakui dan juga tidak memberikan pengakuan.

       Ada beberapa faktor yang mendorong suatu negara menjadi bersifat pasif atas lahirnya/kehadiran sebuah negara baru dalam masyarakat internasional, misalnya kepentingan negara tersebut baik kepentingan politik, ekonomi, militer dan lain-lain boleh dikatakan tidak ada sama sekali atas lahirnya negara baru tersebut.

2. Pengakuan terhadap pemerintah baru (recognition of a new government).

Yaitu suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintah yang baru yang diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya.

Perbedaan antara Pengakuan Negara dan Pengakuan Pemerintah, yaitu:

1. Pengakuan negara ialah pengakuan terhadap suatu entitas baru yang telah mempunyai semua unsur konstitutif negara dan yang telah menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional.

2. Pengakuan negara ini mengakibatkan pula pengakuan terhadap pemerintah negara yang diakui dan berisikan kesediaan negara yang mengakui untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah yang baru itu.

3. Pengakuan terhadap suatu negara sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pengakuan terhadap suatu pemerintah dapat dicabut sewaktu-waktu.

Akibat pengakuan terhadap pemerintah baru yaitu:

1. pemerintah yang diakui selanjutnya dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara yang mengakui

2. pemerintah yang diakui, atas nama negaranya dapat menuntut negara yang mengakui di peradilan-peradilan

3. pemerintah yang mengakui dapat melibatkan tanggung jawab negara yang diakui untuk semua perbuatan internasionalnya.

4. Pemerintah yang diakui berhak untuk memiliki harta benda pemerintah sebelumnya di wilayah negara yang mengakui.

Ada beberapa Doktrin mengenai pengakuan pemerintah yaitu:

a. Doktrin Tobar

    Menurut prinsip ini bahwa suatu negara harus berusaha untuk tidak mengakui suatu pemerintah asing bila pembentukan suatu pemerintahan tersebut didasarkan atas kudeta militer atau pemberontakan. Sebelum diakui, pemerintah tersebut harus diakui secara konstitusional. Karena itu Doktrin Tobar tersebut dinamakan juga sebagai Doktrin legitimasi konstitusional.

b. Doktrin Stimson

    adalah doktrin yang menolak diakuinya suatu keadaan yang lahir sebagai akibat penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang ada.

c. Doktrin Estrada

    yaitu bahwa penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri negara lain.

3. Pengakuan terhadap pemberontak (beligerensi)

    yaitu terjadi apabila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektifitas pemerintahan, maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit terutama dalam melindungi berbagai kepentingannya di negara tersebut.

Pengertian terhadap pengakuan atas  pemberontak yaitu:

1. memberikan kepada pihak yang memberontak hak-hak dan kewajiban suatu negara merdeka selama berlangsungnya peperangan.

2. Ini berarti:

a. angkatan perangnya adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum perang dan bukan para pembajak

b. peperangan antara pihak harus sesuai dengan hukum perang

c. kapal perangnya adalah kapal-kapal yang sah dan bukan bajak laut

d. blokade-blokade yang dilakukannya di laut harus dihormati oleh negara-negara netral

3. sebagai akibat pengakuan terhadap pemberontak, maka negara-negara ke-3, negara induk dibebaskan dari tanggung jawab terhadap negara-negara ke-3 tersebut sehubungan dengan perbuatan-perbuatan kelompok pemberontak

4. Bila negara induk memberikan pengakuan juga kepada pemberontak, ini berarti kedua pihak harus melakukan perang sesuai dengan hukum perang.

5. Pengakuan terhadap pemberontak ini hanya bersifat sementara dan terbatas serta hanya berlangsung selama perang tanpa memperhatikan apakah kelompok yang memberontak itu akan menag atau kalah dalam peperangan.

6. Dengan adanya pengakuan terhadap pemberontak , maka negara-negara ke-3 akan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai negara netral dan pengakuan terhadap pemberontak ini terutama diberikan karena alasan humaniter.

Menurut para ahli hukum internasional, terdapat 2 macam golongan pemberontak, yaitu:

     1. Kaum Insurgensi

         yaitu kaum pemberontak yang masih berada pada tingkat yang kecil-kecilan dan belum tersusun secara teratur.

2. Kaum Beligerensi

     yaitu apabila kaum pemberontak tersebut sudah mencapai tingkatan yang lebih kuat dan mapan baik secara politik, organisasi dan militer.

4.
Pangakuan terhadap gerakan-gerakan pembebasan nasional

       Yaitu diberikannya pengakuan terbatas pada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi-organisasi internasional tertentu.

5. Pengakuan atas hak-hak teritorial baru

Yaitu berkenaan dengan adanya pengakuan terhadap suatu peristiwa atau fakta dimana suatu negara memperoleh tambahan wilayah yang berarti hak negara yang bersangkutan atas wilayah baru tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.

